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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA

Menimbang

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa jaminan sosial bagi Lanjut Usia perlu dikelola
secara efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan
kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Lanjut Usia;
bahwa dalam rangka memperluas akses kemanfaatan
jaminan sosial bagi Lanjut Usia, sehingga dapat
dinikmati oleh Lanjut Usia yang membutuhkan, perlu
untuk menyesuaikan kembali Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa
Timur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial

Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur;

Mengingat . . .



Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

7. Peraturan Pemerintah . . .



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan

Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JAMINAN
SOSIAL LANJUT USIA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6
Seri E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2. ..



Pasal 2

(1) Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 diperuntukkan bagi Lanjut Usia dengan

kriteria sebagai berikut:

a. anggota keluarga penerima  manfaat
Program Keluarga Harapan (PKH) yang
berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih;
dan

b. memiliki kartu tanda penduduk, nomor
induk kependudukan, dan kartu keluarga.

(2) Dalam hal Lanjut Usia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berstatus suami istri, yang

memperoleh hanya salah seorang dari mereka.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilaksanakan oleh:

a. koordinator wilayah;
b. koordinator kabupaten/kota;
c. pendamping sosial; dan
d. administrator pangkalan data Provinsi
Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa
Timur.
(2) Pelaksana pendampingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa

Timur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



